
111 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku-Buku 

Ali Afandi di kutip kembali Anshoruddin, H, Hukum Pembuktian Menurut 

Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2004. 

Bambang Waluyo, 1996, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, 

Sinar Grafika, Jakarta.  

Damanhuri Fattah,”Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs,Vol.9 

No.2, Juli-Desember,2013. 

De Bruyn Mgz dikutip kembali Thong Kie, Tan, 2000, Studi Notariat, Serba 

serbi praktek Notaris, Edisi Baru. PT.Icthiat baru van hoeve. 

Djuhad Mahja, 2005, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris, Durat Bahagia, Jakarta. 

Engeelbrecht De Wetboken wetten en Veroordeningen, Benevens de 

gronndwet van de Republiek Indonesie 

H.S & Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian 

Tesis dan Disertasi Buku Kedua, ctk Pertama, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta,2014. 

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul 

Muttaqien, Nusa Media, Bandung,2011. 

Ibnu Qayyim al-jauziyyah di kutip kembali Anshoruddin, H, Hukum 

Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2004. 

Irawan Soeroredjo, Makalah Pembuatan Akta Tanah Sebagai Profesi, Pusat 

Pengkajian Hukum, Newsletter Nomor.29/juni/1997. 

Irwan Soerodjo, 2003, Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah, Arloka, 

Yogyakarta.  



112 
 

 
 

Kohar A, 1984, Notariat Berkomunikasi,Alumni, Bandung. 

Komar Andasasmita, Akta II Notaris dan Contoh-contoh Akta, Ikatan Notaris 

Indonesia, 1997. 

Lutfi Effendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi, Edisi Pertama Cetakan 

Kedua, Bayumedia Publising, Malang, 2004. 

Marjanne ter Mar shui zen, Kamus Hukum Belanda – Indonesia, (Jakarta : 

Djambatan, 1999). 

Martiman Prodjohamidjojo, 1997, Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata 

Usaha Negara,Pradnya Paramita, Jakarta. 

Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan 

Boerhanoeddin St. Batoeah, Kamus Istilah Hukum, (Bandung : Bina 

Cipta, 1983). 

Muhammad Adam, Asal Usul dan Sejarah Akta Notariat, CV.Sinar Baru, 

Bandung, 1985. 

N.G.Yudara, Pokok-pokok Pemikiran, disekitar kedudukan dan fungsi notaris 

serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia, Renvoi, 

Nomor.10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006. 

Otje Salman,S dan Anthon F.Susanto, Teori Hukum Mengingat, 

Mengumpulkan dan Membuka kembali, Refika Aditama, Bandung, 

2007. 

Pitlo,1986, Pembuktian dan Daluwarsa, Internusa, Jakarta. 

R.Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIV, PT.Intermasa, 

Jakarta, 1986. 

R.Subekti,1998, hukum pembuktian, Djambatan, Jakarta. 

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2013. 



113 
 

 
 

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 

Cet 4, Ghalia Indonesia, Jakarta. 

S. Hadibroto, 1990, Masalah Akutansi, Buku Keempat, Lembaga Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 

Salim H.S & Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum pada 

Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua, ctk Pertama, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta,2014. 

Soebekti, 1990, Tafsiran Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Kelima, 

Citra Aditya Bhakti, Bandung. 

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, UI-Press, 

Jakarta. 

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2005. 

Subekti, Pembuktian dan Daluwarsa, (Jakarta : Intermasa, 1986). 

Sudikmo Mertokusuma, 1999, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 

Yogyakarta. 

Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum,ctk Keenam, edisi revisi, Cahaya Atma 

Pustaka, Yogyakarta, 2012. 

Th.Kussunaryatun, Hukum Acara Perdata (Pemeriksaan Perkara Perdata), 

Universitas Sebelas Maret, 1999. 

Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Teori keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik 

Hukum Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, ctk Kedua, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011. 

 

 

B. Undang-Undang 

Kitab hukum Undang-Undang Hukum Perdata  



114 
 

 
 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Tentang 

Administrasi Pemerintahan. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 

tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 

 

C. Internet 

http://andi-asrianti.blogspot.com/2013/02/normal-0-false-false-false-en-us-zh-

cn.html. Diakses pada 01 Oktober 2018 

http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-

dibawah-

tangan/.%20Aksesinternet%20tanggal%2016%20Nopember%202009 . 

diakses 01 Oktober 2018. 

http://rahmadvai.blogspot.com/2014/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-

otentik.html diakses pada 01 Oktober 2018 

http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html. diakses 

pada 01 Oktober 2018 

http://yurisdiksilaw.blogspot.com/2016/04/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-

di.html diakses pada 01 Oktober 2018 

https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/ 

diakses pada 01 Oktober 2018 

https://riz4ldee.wordpress.com/2009/03/04/sejarah-notaris/diakses pada 01 

Oktober 2018. 

http://andi-asrianti.blogspot.com/2013/02/normal-0-false-false-false-en-us-zh-cn.html
http://andi-asrianti.blogspot.com/2013/02/normal-0-false-false-false-en-us-zh-cn.html
http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/.%20Aksesinternet%20tanggal%2016%20Nopember%202009
http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/.%20Aksesinternet%20tanggal%2016%20Nopember%202009
http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/.%20Aksesinternet%20tanggal%2016%20Nopember%202009
http://rahmadvai.blogspot.com/2014/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html
http://rahmadvai.blogspot.com/2014/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html
http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html
http://yurisdiksilaw.blogspot.com/2016/04/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-di.html
http://yurisdiksilaw.blogspot.com/2016/04/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-di.html
https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/
https://riz4ldee.wordpress.com/2009/03/04/sejarah-notaris/

